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ABSTRACT

This thesis was titled “the Implementation of Constitution Chapter 17 No. 23 year of
2004 about removal the household violence in obtaining health service by medical
workers” that had discussed about : how investigator’s consideration to cooperate or
uncooperate with medical worker in giving temporary protection toward house wife and
children as the victim of household violence, then how the medical worker obstacles gave
temporary protection toward house wife and children as the victim of household violence.
Moreover, researcher would focus on the case in Belitung Police Sector. Methodology of
this research was juridical empiric. It was done by doing normative approach based on
constitution regulation and more law aspects by empiric approach that was the application
in implementation stage in the real situation. Law material of this research was primary,
secondary and tertiary material that was relevant with study objectives which was been
discussed in this research. Research results of those questions were; first : knowing
deeply about investigator consideration in doing cooperation with medical worker for
giving temporary protection toward house wife and children of household violence. It can
be concluded that the consideration of investigator to cooperate with medical worker was
seen from medical needs of the victims. Second : the obstacle of medical worker in giving
temporary protection was unable to solve by related parties included investigator. One of
those problems was the lack of hospital facilities in Belitung Regency for hard services,
thus the victim has to be referenced to the other high quality hospital.

Keywords : Investigator, Medical Worker, Household violence.



ABSTRAK

Tesis ini berjudul, “ Pelaksanaan Pasal 17 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam mendapatkan pelayanan kesehatan
oleh tenaga kesehatan” yang akan membahas mengenai : bagaimana pertimbangan
penyidik untuk bekerjasama atau tidak bekerjasama dengan tenaga kesehatan dalam
memberikan perlidungan sementara terhadap istri dan anak korban kekerasan dalam
rumah tangga, lalu mengenai bagaimana kendala tenaga kesehatan dalam memberikan
perlindungan sementara terhadap istri dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga,
adapun kasus yang menjadi sorotan penulis dalam penulisan tesis ini adalah mengenai
perkara di Polres Belitung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini
adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan pendekatan normatif ketentuan
perundang-undangan serta berbagai aspek hukum dengan pendekatan empiris yaitu
penerapan dalam tahap implementasi di lapangan. Bahan hukum yang digunakan dalam
tesis ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang dinilai relevan dengan
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini. Hasil penelitian terkait
dengan jawaban dari permasalahan diatas adalah pertama : mengetahui lebih mengenai
pertimbangan penyidik dalam bekerjasama dengan tenaga kesehatan dalam memberikan
perlindungan sementara kepada istri dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga,
yang dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan penyidik dalam melibatkan tenaga
kesehatan untuk melaksanakan perlindungan sementara itu dilihat dari kebutuhan medis
korban tersebut. Kedua : kendala tenaga kesehatan dalam memberikan perlindungan
sementara, sampai saat ini adalah belum bisa diselesaikan oleh pihak —pihak yang terkait
termasuk penyidik, salah satunya adalah fasilitas rumah sakit daerah kab. Belitung yang
belum lengkap untuk penanganan berat, yang mengakibatkan korban harus dirujuk ke
Rumah Sakit yang memiliki fasilitas memadai.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan
berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan
kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri
dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga
disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari ayah,
ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang
sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam
hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga.

Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa
bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan
kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota
keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya.! Seiring
dengan perkembangan zaman maka semakin kompleks permasalahan yang
dihadapi, salah satunya adalah masalah perempuan dan anak atau isu-isu yang
berkaitan dengan perempuan dan anak.

Beberapa ahli mengemukakan bahwa istilah “keluarga” mengacu pada rasa
aman dan dilindungi, kondisi yang private dan tempat berteduh dari tekanan-
tekanan dan kesulitan di luar, tempat di mana anggota keluarga bisa merasakan

eksistensinya dalam keadaan damai, aman dan tentram. Namun ironisnya, sudah

1 Moerti Hadiati Soeroso, 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif
Yuridis-Viktimologis, Jakarta:Sinar Grafika, HIm.61.



banyak penelitian menunjukkan bahwa keluarga bisa menjadi “the cradle of
violence” atau tempat lahirnya kekerasan, di mana anggota keluarga bisa menjadi
sasaran kekerasan dalam rumah tangga, yang biasa mengalaminya dalam hal ini
kaum yang sering dianggap lemah oleh beberapa kelompok masyarakat yaitu
kaum perempuan dan anak-anak.>

Dalam lingkup rumah tangga, rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan
dan tidak adanya diskriminasi akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun,
untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada
setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan
pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan
dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri
tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi Kekerasan dalam Rumah
Tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang
berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.> Hal ini menjadi penting, oleh
karena perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara
fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering
terjadi dan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut
sesuai dengan pasal 5 Undang-undang No.23 Tahun 2004, yang kebanyakan
korban kekerasan adalah istri dan anak.

Dalam Pasal 1 Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam

rumah tangga yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah :

2 Anugriaty Indah Asmarany, “Bias Gender Sebagai Predictor Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, Volume 35, No.1, HIm.1.

3 Prayudi Guse, 2015, Edisi Revisi; Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, Yogyakarta:Merkid Press, , HIm.1.



“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang
terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*

Bentuk fisik yang sering dialami oleh istri dan anak yaitu misalnya berupa
tamparan dan menendang korban. Sedangkan bentuk psikis dari kekerasan dalam
rumah tangga yaitu misalnya mengucapkan kata-kata kasar dan membentak
korban. Namun ada pula bentuk kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan
seksual yaitu memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual, dan yang
terakhir yaitu penelantaran rumah tangga yang dimana suami tidak
memperdulikan istri dan anak, sehingga kebutuhan istri dan anak tidak dipenuhi,
sedangkan sangat jelas peran dari seorang suami adalah menafkahi halal istri dan
anak-anaknya.

Arah pembentukan Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) berangkat dari asas bahwa setiap
warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk
kekerasan sesuai dengan falsafah dan UUD 1945, beserta perubahannya.

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang
dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yag merupakan hak

asasi”. Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak

4 Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan
dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.®

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah yang sangat
menarik dan penting untuk diteliti mengingat secara nasional angka KDRT yang
dilaporkan menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun.®

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menunjukkan jumlah yang
terus meningkat dari tahun ke tahun. Catatan KOMNAS PEREMPUAN pada
tahun 2015 dalam kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terdapat sebanyak
sebesar 321.752 yang sebagian besar bersumber dari data kasus atau perkara yang
ditangani oleh Pengadilan Agama. Yang dimana korban perempuan melaporkan
hal yang paling banyak terjadi yaitu kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan
seksual. Angka ini terhitung hanya jumlah yang dilaporkan saja, sedangkan yang
tidak dilaporkan diduga lebih tinggi.
Jumlah tersebut, didapat dari tiga sumber, yakni Pengadilan Agama atau Badan
Peradilan Agama sebanyak 305.535 kasus, lembaga layanan mitra Komnas
Perempuan sebanyak 16.217 kasus, dan sisanya terkumpul dari Unit Pelayanan
Rujukan (UPR), satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk
menerima pengaduan korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan, dan

divisi pemantauan yang mengelola pengaduan yang masuk lewat surat serta surat

5 1bid., HIm.2.

® Fatma Amilia Dan Saifuddin, 2016, “Pergeseran Nilai Dan Peran Lembaga Keagamaan
Dalam Penanggulangan KDRT”, Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum, Vol. 50, No. 1, Juni,
Yogyakarta : Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, HIm.22.



elektronik.’

Pada tahun 2013, di Kabupaten Belitung berdasarkan catatan Kantor
Pemberdayaan Perempuan telah dilaporkan 2 kasus KDRT, utamanya tentang
masalah perebutan hak asuh anak. Kasus perceraian yang bermuara pada masalah
kekerasan psikis sampai bulan agustus tahun 2008 di Kabupaten Belitung
mencapai 500 kasus. Oleh sebab itu, pihak pemerintah merasa
perlu dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu. Dengan demikian, diharapkan
kepada para korban KDRT dapat melakukan konsultasi awal sebelum ditangani
oleh pihak berwajib.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan, pusat pelayanan terpadu ini bekerja
sama dengan berbagai unsur terkait seperti advokasi, penyidik, tenaga medis
(dokter) dan psikolog, yang semuanya berjumlah 35 orang. Terbentuknya pusat
pelayanan ini, juga sebagai wujud peran aktif pemerintah untuk
menyelenggarakan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah
sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing melalui penyediaan ruang
pelayanan khusus di kantor kepolisian, dan penyediaan aparat, tenaga kesehatan,
pekerja sosial dan pembimbing rohani bagi para korban, pembuatan dan

pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang

7 Perempuan Paling Banyak Laporkan Kasus KDRT, Dalam
Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20160307183325-26-115932/Perempuan-Paling-
Banyak-Aporkan-Kasus-Kdrt, Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2018 Pukul 17:06.

8 Kegiatan Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kabupaten Belitung, Dalam Http://Portal.Belitungkab.Go.ld/Read/177/Kegiatan-Fasilitasi-Pusat-
Pelayanan-Terpadu-Korban-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga-Kdrt-Kabupaten-Belitung,
Diakases Pada Tanggal 24 Januari 2018 Pukul 17:16.



https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160307183325-26-115932/perempuan-paling-banyak-aporkan-kasus-kdrt
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160307183325-26-115932/perempuan-paling-banyak-aporkan-kasus-kdrt
http://portal.belitungkab.go.id/read/177/kegiatan-fasilitasi-pusat-pelayanan-terpadu-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-kabupaten-belitung
http://portal.belitungkab.go.id/read/177/kegiatan-fasilitasi-pusat-pelayanan-terpadu-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-kabupaten-belitung

melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban, serta memberikan
perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Dengan tingginya kejadian KDRT dapat memberi dampak buruk bagi
kesehatan istri selaku korban. Dampak tersebut meliputi rasa takut, cemas, letih,
kelainan, stress post traumatic, serta gangguan makan dan tidur yang merupakan
reaksi panjang dari tindak kekerasan. Namun, tidak jarang akibat tindak kekerasan
terhadap istri juga mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis
yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis. Pada
perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan
terganggunya kesehatan reproduksi, diantaranya gangguan menstruasi seperti
menorhagia, hipomenorhagia atau metrorhagia akibat tindak kekerasan yang
dialaminya.®

Dampak kesehatan mental karena kekerasan yang kerap terjadi dalam rumah
tangga tidak hanya berpengaruh pada salah satu pasangan suami-istri tetapi juga
berdampak pada perkembangan mental anak-anak.°

Pengaturan Ketentuan Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga
dijelaskan dalam Undang-undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga vyaitu :

® Mery Ramadani Dan Fitri Yuliani, 2015, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)
Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global”, Artikel Penelitian, Jurnal
Kesehatan Masyarakat Andalas, Vol.9, No.2, April-September, Sumatra Barat: Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, HIm.81.

10 Annisa Nurrachmawati Dan Puspa Mustika Rini, 2013, *“ Potret Kesehatan Perempuan
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak KALIMANTAN TIMUR)”, Jurnal Kesehatan Reproduksi,
Vol. 3, No 1, April, Kalimantan Timur : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman
Samarinda, HIm. 12.
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@)

Pasal 44
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah
tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00

(tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan

korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

1)

suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau
kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Pasal 45

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup
rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak

Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).



(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau
kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud

pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)

tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya

melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara

paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua
belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47

mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh

sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya
selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut,
gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak

berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5



(lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda
paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling

banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang Yyang:

a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan

pidana tambahan berupa:

a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari
korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu
dari pelaku;

b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga
tertentu.

Pasal 51
Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4)
merupakan delik aduan.

Pasal 52
Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)

merupakan delik aduan.
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Pasal 53
Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang
dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, banyak korban
yang merasa takut untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.
Adapun tidak dilaporkannya kekerasan dalam rumah tangga ini dikarenakan
beberapa alasan, antara lain : 1
(1) Si korban malu karena peristiwa itu telah mencemarkan dirinya, baik secara

fisik, psikologis maupun sosiologis
(2) Si korban khwatir akan mendapat pembalasan dari pelaku
(3) Keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor tidak akan mendapat

perlindungan khusus dari penegak hukum
(4) Ketidak tahuan korban bahwa yang dilakukan terhadap dirinya merupakan
tindak pidana.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengakibatkan suatu keadaan yang tidak
baik pula bagi psikologi anak dan berakibat buruk terhadap masa depan mereka.
Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang sering menyaksikan dan mengalami
kekerasan dalam rumah tangga setelah menjadi dewasa akan mempunyai sikap
yang a-sosial dan cenderung dalam kehidupannya selalu melakukan tindak
kekerasan atau mereka mengalami gangguan jiwa yang bisa membahayakan
banyak orang. Sehingga diperlukan penanganan yang serius terhadap masalah

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh pihak Pemerintah dan seluruh

1 Hakristuti Hakrisnowo, 1999, Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan,
Jakarta:Universitas Indonesia, HIm.3.
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komponen masyarakat untuk meminimalisir atau menghilangkan tindak kekerasan
dalam rumah tangga. Dengan demikian maka pertumbuhan kejiwaan (psikologi)
dapat berlangsung sesuai dengan harapan keluarga, masyarakat dan bangsa.*?

Secara umum kekerasan terhadap perempuan hanya diatur dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, dibawah bab tentang Kejahatan terhadap
kesusilaan. Misalnya, perkosaan terhadap istri dibawah umur Pasal 285 KUHP,
terhadap perempuan yang sedang pingsan Pasal 286 KUHP, perempuan dibawah
umur Pasal 287 KUHP dan perkosaan terhadap istri dibawah umur Pasal 288
KUHP, perbuatan cabul/pelecehan seksual Pasal 294 KUHP, perdagangan
perempuan pasal 297 KUHP dan penganiayaan istri asal 356 KUHP. Penempatan
pasal-pasal tersebut dibawah bab tentang kejahatan terhadap asusila sendiri
menimbulkan persoalan konseptual karena eksistensi perempuan direduksi
menjadi nilai-nilai kesusilaan belaka dan bukan dalam rangka melindungi
eksistensinya sebagai manusia.

Perlu disadari bahwa Hukum Pidana bukanlah satu-satunya strategi yang
dapat mempengaruhi masalah penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Bagaimanapun juga struktur dan tradisi dari suatu negara dapat mempengaruhi
bentuk dan sikap terhadap istri maupun anak dan tindak kekerasan yang diderita.
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari pihak aparat hukum

masih kurang peduli atas masalah tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk

2 Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I. Goni Dan Hendrik W. Pongoh, 2016, “Kajian
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak”, E-Journal, Acta Diurna, Vol. V,
No.1, HIm,14.
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kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan tersebut ditempatkan sebagai bukan
kejahatan seperti perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.

Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, Menteri yang
tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan
tindakan pencegahan antara lain, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan
edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan
pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-undang tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan
tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan
pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak
kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan  terhadap martabat
kemanusiaan. 13

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat (4) bahwa “Perlindungan
adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban
yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian,
kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan
penetapan pengadilan” 4

Hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga belum dirasa efektif dalam

memberikan perlidungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

13 Mohammad Taufik Makarao Dkk, 2013, Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta : PT. Rineka Cipta, HIm.176.

14 Josefhin Mareta, 2016, “Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan
Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan)”, Jurnal Penelitian HAM, Vol. 7, No. 2,
Desember, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM (Kementerian Hukum Dan
HAM RI), HIm. 153.
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Beberapa faktor sosiologis yang menyebabkan belum efektifnya antara lain soal
paradigma yang sama dikalangan aparat penegak hukum, belum meratanya
sosialisasi tentang ketentuan hukumnya, tidak berimbangnya fasilitas hukum yang
tersedia dengan kasus yang terjadi, belum optimalnya kesadaran hukum
masyarakat serta adanya pergesekan nilai yang dianut oleh Undang-undang ini
dengan nilai yang berlalu dalam sebagian masyarakat.*®

Dalam perkara tindak pidana KDRT, untuk membuktikan benar tidaknya
suatu tindak pidana dan lebih lanjut untuk membuktikan siapa yang menjadi
pelaku dari tindak pidana maka diperlukan adanya serangkaian proses. Proses-
proses ini dilakukan melalui hukum acara , dimana Pasal 54 Undang-undang
PKDRT menyatakan “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
Pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku,
kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”. Dengan demikian Undang-
undang yang ditunjuk adalah Undang-undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP).®

Tetapi disamping proses “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan” adalah sesuai KUHAP, dalam UU PKDRT dikenal sarana/lembaga
hukum baru yang muncul saat proses perkara tindak pidana KDRT, lembaga baru
ini bernama PERLINDUNGAN.

Dimana perlindungan ini bisa berbentuk :

1. Perlindungan sementara yakni perlindungan yang langsung diberikan oleh

15 Zulfatun Ni’mah, 2012, “Efektifitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga, Jurnal Syariah, Md4idmbar Hukum”, Mimbar Hukum, Vol.24, No. 1,
Februari, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung Jurusan Syariah, HIm.66.

16 penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
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Kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya

penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan.’

2. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan
untuk memberikan perlindungan kepada korban.'8

Dalam tata cara perlindungan dan teknis pemberian perlindungan terhadap
korban, korban atau orang yang mendengar, melihat atau mengetahui kejadian
tersebut dapat mengajukan perlindungan sementara kepada Kepolisian dan/atau
lembaga sosial atau pihak lain. Hal ini dapat diajukan apabila korban KDRT
merasa ketakutan dan terancam jiwa serta keselamatannya oleh pelaku KDRT
(karena masih dalam lingkup rumah tangga).

Terkait dengan pihak-pihak yang berperan dalam perlindungan sementara ini,
salah satu pihak yang memiliki peran penting nya yaitu tenaga kesehatan.

Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan ini adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Adapun dalam
perlindungan sementara ini, tenaga kesehatan bekerja sama dengan kepolisian
dalam bentuk mendampingi korban. Serta peran dari tenaga kesehatan ini adalah
untuk memberikan keterangan untuk membantu Pengadilan dalam membuat

tambahan perintah perlindungan. Dan untuk memberikan keterangan dalam hal

17 Penjelasan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

18 Penjelasan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
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membantu Pengadilan dalam membuat pemberian tambahan kondisi dalam
perintah perlindungan.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah
tangga terus meningkat, oleh karena itu Penulis akan membahasnya dalam
suatu penulisan tesis, khususnya mengenai peran tenaga kesehatan dalam
membantu pihak kepolisian dalam rangka perlindungan sementara terhadap
korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan judul : “ Pelaksanaan Pasal 17
Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga

Kesehatan”.
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B. RUMUSAN PERMASALAHAN
Dalam tesis ini yang menjadi fokus dan pertanyaan penelitian adalah sebagai

berikut :

1. Bagaimana pertimbangan penyidik untuk bekerja sama atau tidak bekerja
sama dengan tenaga kesehatan dalam pemberian perlindungan sementara
terhadap istri dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga?

2. Faktor yang menjadi kendala tenaga kesehatan dalam memberikan
perlindungan sementara terhadap istri dan anak korban kekerasan dalam
rumah tangga ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk :

a. Menjelaskan bentuk pertimbangan penyidik untuk bekerja sama atau tidak
bekerja sama dengan tenaga kesehatan dalam pemberian perlindungan
sementara terhadap istri dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

b. Menjelaskan faktor yang menjadi kendala tenaga kesehatan dalam
memberikan perlindungan sementara terhadap istri dan anak korban
kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :
a. Secara teoritis adalah dapat menambah dan memberikan masukan ilmu

pengetahun di bidang penyidikan yang bekerja sama dengan tenaga kesehatan
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dalam memberikan perlindungan sementara terhadap istri dan anak sebagai
korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi
Polri/Penyidik dalam melaksanakan tugas pokoknya mengenai hal pemberian
perlindungan sementara, terkhusus peran tenaga kesehatan yang merupakan

salah satu dari pihak yang memiliki peran yang berkaitan untuk hal ini.



BAGAN 1
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Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan Manfaat

Penelitian

!

Tujuan Penelitian

!

Manfaat Penelitian
Secara teoritis adalah dapat menambah dan

a. Menjelaskan bentuk
memberikan masukan ilmu pengetahun di
pertimbangan penyidik untuk
bidang penyidikan yang bekerja sama
bekerja sama atau tidak bekerja
dengan tenaga kesehatan dalam memberikan
sama dengan tenaga kesehatan
perlindungan sementara terhadap istri dan
dalam pemberian perlindungan
anak sebagai korban tindak pidana
sementara terhadap istri dan
kekerasan dalam rumah tangga.
anak korban kekerasan dalam
b. Secara praktis diharapkan dapat
rumah tangga.
memberikan sumbangan pemikiran baru
b. Menjelaskan faktor kendala
bagi Polri/Penyidik dalam melaksanakan
tenaga kesehatan dalam
tugas pokoknya mengenai hal pemberian
memberikan perlindungan
perlindungan sementara, terkhusus peran
sementara terhadap istri dan

tenaga kesehatan.
anak korban kekerasan dalam

rumah tangga.

Sumber : Berdasarkan Kesimpulan Penulis
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D. KERANGKA TEORITIS

Dalam penelitian ini digunakan teori-teori dan konsep yang relevan dengan
permasalahan sebagai acuan untuk membahas masalah pemberian perlindungan
sementara kepada istri dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga
yang mengaitkan tenaga kesehatan di Polres Kabupaten Belitung.

a. Teori Efektifitas Hukum

Bila. membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti
membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa
masyarakat untuk taat terhadap hukum. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu :°

(1) Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi Undang-undangnya saja.

(2) Faktor penegak hukumnya, yakni pihak yang membentuk maupun yang

menerapkan hukum tersebut.

(3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

(4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dari hukum tersebut berlaku dan

diterapkan.

(5) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada

karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektifitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang menjadi
syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara
filosofis. Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat

terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi

19 Soerdjono Soekanto, 2005, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta : CV.
Rajawali, HIm.5.
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila
kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga
rendah. Pernyataan yang demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam
masyarakat atau efektifitas dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum dalam
masyarakat. Apakah ketentuan hukum tersebut benar-benar berfungsi atau tidak di
dalam masyarakat. Fungsi hukum amat tergantung pada efektifitas menanamkan
hukum itu sendiri, reaksi masyarakat dan jangka waktu untuk menanamkan
hukum tersebut.

Dengan demikian, masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya
menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui,
dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui
adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah
dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal-hal yang berkaitan dengan
kesadaran hukum itu sendiri yaitu terdiri dari pengetahuan hukum, pemahaman
hukum, penaatan hukum, pengharapan terhadap hukum, dan peningkatan
kesadaran hukum.

b. Teori Hak dan Kewajiban

Berbicara tentang hak dan kewajiban yang ada pada manusia yaitu, adanya
hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai suatu keistimewaan yang
membuka kemungkinan baginya untuk diperlukan sesuai  dengan
keistimewaannya tersebut. Adanya kewajiban pada seseorang berarti bahwa

diminta daripadanya suatu sikap atau tindakan, yang sesuai dengan keistimewaan
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yang ada pada orang lain.?°

1)

2)

C.

Secara tradisional dibedakan antara dua macam hak dan kewajiban :%

Hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap manusia sebagai manusia, sebab

berkaitan dengan realitas hidup manusia sendiri. Karenanya hak itu

dinamakan “hak manusia”. Dikatakan juga bahwa hak itu ada pada manusia,
sebab manusia harus dinilai menurut martabatnya.

Hak yang ada pada manusia akibat adanya peraturan, yaitu hak yang

berdasarkan undang-undang. Hak-hak itu tidak langsung berhubungan dengan

martabat manusia, tetapi menjadi hak, sebab tertampung dalam undang-
undang yang sah. Jelaslah hak-hak itu dapat dituntut di depan pengadilan.

Dalam makna hak dan kewajiban, maka perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Agar manusia saling menghargai satu sama lain ;

2. Hak dan kewajiban dapat diartikan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti
luas hak dan kewajiban adalah timbul karena saling menghargai dan atas
dasar saling cinta. Sedangkan dalam arti sempit yaitu berupa tuntutan
mutlak yang tak boleh diganggu gugat.

3. Kewajiban mendahului hak, bisa jadi hak mendahului kewajiban,
tergantung pada kebutuhan manusia saat itu.

Teori Keadilan Pidana

Teori keadilan atau theory of justice dalam bahasa belanda disebut dengan

theorie van rechtvaardigheid. Ada tiga pengertian adil, yaitu :

20 Theo Huijbers, 2016, “Filsafat Hukum ~,Daerah Istimewa Yogyakarta : Pustaka Filsafat,

HIm.95.

2 1bid, HIm.96.



22

1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak ;

2. Berpihak pada kebenaran ;

3. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Jenis-jenis keadilan menurut Aristoteles menjadi dua macam yaitu dalam arti
umum dan khusus. Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi
semua orang. Tidak membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang
lainnya. Sedangkan keadilan dalam arti khusus sendiri hanya ditujukan kepada
orang atau pihak tertentu saja.?

Istilah tidak adil dipakai, baik bagi orang yang melanggar hukum maupun
orang menerima lebih dari haknya yaitu orang yang berlaku tidak jujur. Orang
yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil. Sehingga yang
adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku
seimbang atau jujur. Yang tidak adil berarti mereka yang melanggar hukum atau
mereka yang berlaku seimbang atau tidak jujur. Yang benar menurut hukum
memiliki makna yang luas, dan kesetaraan memiliki makna yang sempit.

Keadilan dalam hukum pidana merupakan suatu keputusan dan tindakan
didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif atau sewenang-
wenang dan juga merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala
sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya. Keadilan dalam hukum
pidana adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran
dalam sistem pemikiran. suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus

ditolak atau direvisi jika tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak

22 Salim Dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian
Disertasi Dan Tesis”, Jakarta : Rajawali Pers, HIm.25.
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peduli betapapun efisien dan rapinya, harus di reformasikan atau dihapuskan jika
tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasarkan pada keadilan
sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya.

d. Teori Kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan
utamanya adalah promotif (memelihara dan meningkatkan kesehatan), preventif (
pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan rehabilitasi (pemulihan) kesehatan
perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat dan lingkungan. Bilamana
ditinjau dari kedudukan para pihak di dalam pelayanan kesehatan, dokter dalam
kedudukannya selaku profesional di bidang medik yang harus berperan aktif, dan
pasien dalam kedudukannya sebagai penerima layanan kesehatan yang
mempunyai penilaian terhadap penampilan dan mutu pelayanan kesehatan yang
diterimanya. Hal ini disebabkan, dokter bukan hanya melaksanakan pekerjaan
melayani atau memberi pertolongan sematamata, tetapi juga melaksanakan
pekerjaan profesi yang terkait pada suatu kode etik kedokteran. Dengan demikian
dalam kedudukan hukum para pihak di dalam pelayanan kesehatan
menggambarkan suatu hubungan hukum dokter dan pasien.

Adanya kewajiban pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada
warga negaranya merupakan faktor yang mempengaruhi adanya perlindungan
hukum itu sendiri, dengan adanya kewajiban pemerintah ini maka pemerintah
diharuskan untuk menjaga agar hak-hak warga negaranya dapat dijamin oleh
Negara atau pemerintah agar hak-hak yang melekat pada warga negaranya dapat

terlindungi maka disini ada yang dinamakan perbuatan pemerintah yaitu
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perbuatan pemerintah membuat peraturan perundang-undangan. Perbuatan
pemerintah membuat peraturan perundangundangan misalnya dibuatnya
Undangundang Perlindungan Konsumen untuk melindungi hak-hak konsumen
dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang atau badan hukum.?
Adanya tanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada
pasien oleh tenaga kesehatan menimbulkan adanya perlindungan hukum bagi
pasien sebagai konsumen jasa dalam pelayanan kesehatan, hal ini disebabkan
karena setiap orang berhak dan wajib mendapatkan kesehatan dalam derajat yang
optimal dalam hal ini setiap pasien yang diberikan pelayanan kesehatan berhak

dan wajib mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dari tenaga kesehatan.

23 Ridwan, 2007, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, HIm.
279- 289.
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E. PENJELASAN KONSEPTUAL

Untuk memudahkan memahami masalah penelitian ini penulis berusaha
menggunakan konsep-konsep yang ada kaitannya dengan peran tenaga kesehatan
dalam memberikan perlindungan sementara yang relevan, seperti :

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang
sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan
setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa
diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai
evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah
perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.?*

Kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau
mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa
pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan
dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai
tujuan kegiatan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang
dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah
dirimuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang
diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan
bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak

lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas

2 Nurdin Usman, 2002, “Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum”, Jakarta:PT.Raja
Grafindo Persada, Hal. 70.
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pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau
kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai Ssasaran dari program yang
ditetapkan semula. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik
suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah
ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di
lapangan maupun di luar lapangan.

b. Pasal 17 Undang-undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang
disahkan tahun 2004 merupakan hasil perjuangan panjang kelompok perempuan
di Indonesia. UU PKDRT berangkat dengan tujuan untuk melindungi perempuan
khususnya dari kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan ini sebenarnya masih
dapat kita lihat dalam Ketentuan Umum UU PKDRT. Dalam penjelasan Undang-
undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
disebutkan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau
subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan
dengan banyaknya kasus kekerasan, khususnya dalam rumah tangga.?

Lahirnya UU PKDRT merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya
perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga
khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi
korban kekerasan. Di samping itu undang-undang ini juga mengatur tentang

langkah-langkah antisipasi lahirnya kekerasan baru serta adanya kejelasan sanksi

%5 Moerti Hadiarti Soeroso, Op.Cit., HIm. 89.
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yang tegas bagi pelaku kekerasan. Pembaharuan hukum diperlukan karena
Undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan
perkembangan hukum masyarakat. Sehubungan dengan itu, didorong karena
adanya suatu kebutuhan karena maraknya tindak kekerasan oleh suami, terhadap
anggota keluarganya, yang terjadi dalam rumah tangga. Walaupun secara umum
di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai
penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah
dan kehidupan. Namun, tidak sepenuhnya dapat menangani kasus-kasus yang
terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan undang-undang khusus
(Lex Speciallis) yang dapat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga
serta melindungi korban.

Sebelum adanya Undang-undang No. 23 tahun 2004 seakan-akan tidak
pernah terjadi tindakan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga. Karena
dahulu penanganan kekerasan dalam ruang tangga selalu terlambat. Artinya,
korban atau keluarganya baru melaporkan kekerasan yang terjadi setelah
mengalami luka parah atau bahkan telah meninggal. Perbuatan pidana tersebut
biasanya dituntut berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan atau
Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Korban (Pasal 351 ayat (3) KUHP).
Kasus tersebut “hanya” digolongkan pada perbuatan pidana biasa, bukan
merupakan delik khusus yaitu kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam hal penganiayaan terhadap istri UU PKDRT memberikan pemberatan
hukuman, namun Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengaturnya dalam

bab atau pasal tersendiri, melainkan sebagian dari pasal penganiayaan terhadap
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anggota keluarga. Selain itu, KUHP hanya mengakui kekerasan fisik sebagai
bentuk kejahatan, tidak mempertimbangkan kekerasan psikis atau seksual.

UU PKDRT selain mengatur ikhwal pencegahan dan perlindungan serta
pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara
spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsure tindak pidana
yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.

Jadi, keberadaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki konstribusi positif dalam penegakan
hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan adanya Undang-
undang ini polisi dapat melindungi korban sekaligus ada kepastian hukum bagi
korban dalam mencari keadilan. Jika kekerasan dalam rumah tangga tadinya
diposisikan sebagai kasus perdata yang menjadi urusan privat masing-masing
individu, tetapi sekarang telah menjadi kasus pidana sehingga menjadi urusan
publik.

Isi dari pasal 17 Undang-undang KDRT ini adalah dalam memberikan
perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama atau tidak bekerja sama
dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau
pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Berkaitan dengan penulisan tesis
ini yaitu perlindungan sementara yang melibatkan tenaga kesehatan.

c. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan
layanan kesehatan kepada masyarakat.?® Definisi pelayanan kesehatan menurut

2Http://Definisimu.Blogspot.Co.1d/2012/08/Definisi-Pelayanan-Kesehatan.Html, Diakses
Pada Tanggal 11 Februari 2018, Pukul 20:16.
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Depkes RI (2009) adalah setiap upaya yang dselenggarakan sendiri atau secara
bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan
perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat.

Petugas kesehatan berperan penting dalam menghadapi kasus KDRT.
Pertolongan sedini mungkin dapat mencegah terjadinya masalah kesehatan yang
serius dan berlarut-larut akibat kekerasan.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan
memiliki peran :%7
o Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya
e Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visuma t

repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis

yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti
o Pelayanan kesehatan tersebut dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah,

pemerintah daerah atau masyarakat

2THttps://Lenteraimpian.Wordpress.Com/2010/02/11/Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga/,
Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2018, Pukul 20:16.



https://lenteraimpian.wordpress.com/2010/02/11/kekerasan-dalam-rumah-tangga/

BAGAN 3

Penjelasan Konseptual

> Pelaksanaan
R Pasal 17 UU No.23 Tahun 2004
Penjelasan
Konseptual
> Pelayanan kesehatan
Tenaga kesehatan
_>

Sumber : Berdasarkan Kesimpulan Penulis

31



32

F. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu methodology kombinasi
antara pendekatan normatif ketentuan perundang-undangan serta berbagai aspek
hukum dengan pendekatan empiris yaitu penerapan dalam tahap implementasi di
lapangan atau biasa disebut dengan socio legal research.?

Dengan demikian penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris karena
permasalahan yang diteliti adalah pelaksanaan proses tenaga kesehatan dalam
membantu kepolisian di Polres Belitung dalam rangka perlindungan sementara
korban kekerasan dalam rumah tangga serta faktor-faktor kendala yang
mempengaruhi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
sosiologis yang akan menjawab permasalahan penelitian ini.?® Apabila dilihat dari
permasalahannya maka penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat
deskriptif analistis yaitu menggambarkan tindakan dan peran tenaga kesehatan
dalam membantu pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan sementara
terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga terutama istri dan anak di Polres
Kabupaten Belitung, dan bersifat analitis karena dilakukan analisa atas segala

tindakan dan perilaku tenaga kesehatan dalam memberikan perlindungan

28 peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media Group,
HIm.87.
29 |bid., HIm. 87.



33

sementara terhadap perkara istri dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah

tangga.

Adapun definisi penelitian kualitatif adalah penelitian yang menganalisa

tentang gejala-gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan dari

masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola

yang berlaku dan pola-pola yang ditemukan tadi dianalisis lagi dengan

menggunakan teori yang obyektif.

b)

d)

Adapun ciri-ciri pendekatan studi kasus dalam metode kualitatif adalah :
Menyajikan diskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati, sehingga informasi-informasi tentang pola-pola
tindakan yang digambarkan nampak hidup sebagai mana adanya dan pelaku-
pelaku mendapat tempat untuk memainkannya ;

Bersifat grounded yaitu benar-benar empirik sesuai dengan konteksnya,
sehingga akan diperoleh makna sesuai dengan konteksnya ;

Bercorak holistik yaitu satuan-satuan yang masing-masing berdiri sendiri
tetapi satu sama lain saling berkaitan merupakan satu kesatuan yang bulat dan
menyeluruh ;

Menyajikan informasi dan data yang berfokus dan berisikan pertanyaan-
pertanyaan yang perlu-perlu saja yaitu mengenai pola-polanya ;

Mempunyai kemampuan berbicara dengan para pembaca karena disajikan

dengan bahasa biasa dan bukan bahasa tehnis angka-angka.>!

30 parsudi Suparlan, Methodology Penelitian Kualitatif, Op.Cit, Hal.6.
%1 Ibid., HIm.8.
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Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini dilakukan difokuskan untuk

mendapatkan informasi mengenai tenaga kesehatan dalam membantu penyidik

dalam memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan dalam

rumah tangga di Polres Kabupaten Belitung.

3.

a.

Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Data Primer diperoleh dari penelitian di lapangan dengan tekhnik wawancara
kepada responden dengan menentukan sampling secara porpousive yang
terkait dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah
tangga yaitu penyidik/penyidik pembantu, atau pejabat di lingkungan Polres
Kabupaten Belitung, atau tersangka dan saksi/saksi korban.

Data Sekunder diperoleh dari bahan pustaka serta referensi-referensi lain
yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah
tangga.

Tehnik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Data Primer menggunakan metode observasi dan wawancara di lapangan
kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses penyidikan tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga seperti penyidik/penyidik pembantu, atau
pejabat atau pimpinan satuan fungsi reskrim Polres Kabupaten Belitung, atau
tersangka serta saksi korban.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara
mendalam yang disertai “probing” (mengejar), sebagaimana dijelaskan oleh
Farouk Muhamad dan Djaali sebagai berikut : wawancara mendalam adalah

tehnik wawancara yang didasari oleh rasa skeptis yang tinggi, sehingga



6.

35

banyak diwarnai oleh probing. Prakondisi dari wawancara mendalam adalah
kedekatan atau keakraban hubungan antara pewawancara dengan yang
diwawancarai atau responden serta tingkat pemahaman pewawancara
terhadap keinginan, presepsi, prinsip dan budaya responden.

Wawancara disini dilakukan dengan menggunakan pedoman yang tujuannya
adalah untuk mendapat respon atau pendapat mengenai suatu masalah dengan
Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Kabupaten
Belitung beserta anggotanya serta pihak-pihak yang berhubungan dalam
proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa pemeriksaan
dokumen serta mempelajari dan mencari referensi atau bahan bacaan yang
berkaitan dengan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga,
beberapa bacaan yang dimaksud diperoleh dari perpustakaan, referensi kuliah
serta buku-buku lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Studi
kepustakaan tersebut dimaksudkan untuk merumuskan konsep-konsep
penelitian, terhadap gejala permasalahan yang ditemukan dilapangan, selain
itu juga memberikan pemahaman umum dalam pembahasan penelitian ini.
Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan analisa deskriptif dengan cara
menerangkan atau menjelaskan fakta-fakta melalui data-data penelitian. Data
tersebut mencakup wawancara, catatan lapangan dan dokumen pribadi
lainnya.

Lokasi Penelitian
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Lokasi penelitian yang dipilih adalah daerah Tanjungpandan, Kabupaten
Belitung. Dengan pertimbangan kota tanjungpandan merupakan kota otonom yang
memiliki khas tersendiri. Dengan lembaga yang dituju adalah Polres Belitung.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian tesis ini dilakukan secara
metode induktif- deduktif, yaitu cara menarik kesimpulan yang bertitik tolak pada
hal-hal yang khusus untuk kemudian menarik kesimpulan atasa dasar aspek-aspek
yang sama pada hal-hal yang khusus tersebut.

Logika dan penalaran induktif yang dikenal dalam ilmu hukum digunakan
untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan
yang bersifat umum. Merumuskan fakta, mencari gubungan sebab-akibat, serta
mengembangkan penalaran berdasarkan kasus-kasus terdahulu yang telah diputus,
kemudian membandingkan dengan kasus faktual yang sedang dihadapi.
Berdasarkan temuan itu kemudian ditarik kesimpulan yang menyatakan penalaran

dengan menggunakan metode induktif.
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Bagan 4
Metode Penelitian

Jenis Penelitian
Metode yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu methodology kombinasi
antara pendekatan normatif ketentuan perundang-undangan serta berbagai aspek
hukum dengan pendekatan empiris yaitu penerapan dalam tahap implementasi di
lapangan atau biasa disebut dengan socio legal research.

Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
sosiologis yang akan menjawab permasalahan penelitian ini

Metode
Penelitian

Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum
a.Data Primer diperoleh dari penelitian di lapangan dengan tekhnik wawancara
kepada responden.
b.Data Sekunder diperoleh dari bahan pustaka serta referensi-referensi lain yang
berkaitan dengan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum
a.Data Primer menggunakan metode observasi dan wawancara di lapangan kepada
pihak-pihak yang terkait dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga seperti penyidik/penyidik pembantu, pejabat atau pimpinan
satuan fungsi reskrim Polres Kabupaten Belitung, tersangka serta saksi korban.
b.Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa pemeriksaan
dokumen serta mempelajari dan mencari referensi atau bahan bacaan yang
berkaitan dengan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

Analisa Data
Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan analisa deskriptif dengan cara
menerangkan atau menjelaskan fakta-fakta melalui data-data penelitian.

Sumber : Berdasarkan Kesimpulan Penulis
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